
BUPATI TAKALAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024; 

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Mengingat : i . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan 

L e m b a r a n Negara R e p u b h k Indones i a Nomor 6516 ) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NomorlS Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

7. Pe ra turan Pemer intah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang 

K e d u d u k a n Keuangan Kepa la Dae rah dan W a k i l Kepa la 

Dae rah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2000 

Nomor 210, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Nomor 4028) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Polidk (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan daxi Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertemggung jawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah^ 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1777); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahim 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusiman Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 799); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar 

(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran 



Daerah Nomor 11); 

2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2023 Nomor 7); 

22. Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 

Nomor 20). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Penge lo laan K e u a n g a n D a e r a h a d a l a h k e s e l u r u h a n keg ia tan y a n g 

m e h p u t i p e r encanaan , penganggaran, p e l a k s a n a a n , p e n a t a u s a h a a n , 

pe laporan, per tanggung jawaban, d a n pengawasan k e u a n g a n daerah . 

2. P e r a t u r a n D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a d isebut P e r d a a t a u y a n g d isebut 

dengan n a m a l a i n a d a l a h p e r a t u r a n dae rah K a b u p a t e n T a k a l a r . 

3. P e r a t u r a n K e p a l a D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a d isebut P e r k a d a adalah. 

p e r a t u r a n B u p a t i T a k a l a r . 

4. Anggaran Pendapa tan d a n B e l a n j a D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a 

d i s ingkat A P B D adalah- r e n c a n a k e u a n g a n t a h u n a n d a e r a h y a n g 

d i t e tapkan dengan Pe rda K e u a n g a n D a e r a h adalah. s e m u a h a k d a n 

kewa j i ban D a e r a h d a l a m r a n g k a penye lenggaraan P e m e r i n t a h a n 

D a e r a h y a n g dapat d in i l a i dengan u a n g s e r t a sega la b e n t u k k e k a y a a n 

y a n g dapa t dijadikgin m i l i k D a e r a h b e r h u b u n g dengan h a k d a n 

kewa j i ban D a e r a h tersebut . 

5. P endapa tan Daerah. a d a l a h s e m u a h a k D a e r a h y a n g d i a k u i sebagai 

penambah. n i l a i k e k a y a a n b e r s i h d a l a m periode t a h u n anggaran 

b e r k e n a a n . 

6. B e l a n j a D a e r a h a d a l a h s e m u a kewa j i ban Pemer in tah D a e r a h y a n g 
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d i a k u i sebagai pengurang xi i la i k e k a y a a n bersib. d a l a m periode t a h u n 

anggaran b e r k e n a a n . 

7. P emb iayaan adalah. set iap p e n e r i m a a n y a n g p e r l u d ibayar k e m b a l i 

d a n / a t a u penge luaran y a n g a k a n d i t e r ima k e m b a h , b a i k p a d a t a h u n 

anggaran b e r k e n a a n m a u p u n p a d a tal : iun-tah.un anggaran 

b e r i k u t n y a . 

8. P i n j a m a n D a e r a h a d a l a h s e m u a t r a n s a k s i y a n g m e n g a k i b a t k a n 

D a e r a h m e n e r i m a s e j u m l a h u a n g a t a u m e n e r i m a man faa t y a n g 

b e m i l a i u a n g da r i p i h a k l a i n sehingga D a e r a h te rsebut d ibeban i 

k ewa j i ban u n t u k m e m b a y a r k e m b a h . 

9. U t a n g Daerah. y a n g s e l a n j u t n y a d isebut U t a n g a d a l a h j u m l a h u a n g 

y a n g waj ib d ibayar Pemer intah. D aer ah. d a n / a t a u kewaj ib a n 

P emer in t ah D a e r a h y a n g dapat d in i l a i dengan u a n g b e r d a s a r k a n 

p e r a t u r a n pe rundang -undangan , per jan j ian , a t a u b e r d a s a r k a n 

sebab l a i n n y a y a n g s a h . 

10. P ember i an P m j a m a n D a e r a h a d a l a h b e n t u k inves tas i P emer in t ah 

Daerah. p a d a p emer in t ah p u s a t , pemerintah. daerah. l a i n n y a , b a d a n 

l a y a n a n u m u m dae rah m i l i k p eme r in t ah daerah. l a i n n y a , b a d a n 

u s a h a m i l i k negara , B U M D , koperas i , d a n m a s y a r a k a t dengan h a k 

mempero l eh b u n g a d a n pengemba l i an pokok p i n j a m a n . 

1 I . D a n a C a d a n g a n a d a l a h d a n a y a n g d i s i s i h k a n u n t u k m e n d a n a i 

k e b u t u h a n p e m b a n g u n a n p r a s a r a n a d a n s a r a n a Daerah_ y a n g t i d a k 

dapat d i b e b a n k a n d a l a m 1 (satu) t a h u n anggaran . 

12. P rogram a d a l a h b e n t u k ins tnomen k e b i j a k a n y a n g be r i s i 1 (satu) a t a u 

l eb ih keg ia tan y a n g d i l a k s a n a k a n oleh S K P D a t a u m a s y a r a k a t y a n g 

d i koo rd inas ikan oleh Pemerintah. D a e r a h u n t u k m e n c a p a i s a s a r a n 

d a n t u j u a n p e m b a n g u n a n Daerah.. 

13. Keg ia tan adalah. bag ian da r i P rogram y a n g d i l a k s a n a k a n oleh 1 (satu) 

a t a u beberapa S K P D sebagai bag ian da r i p e n c a p a i a n s a s a r a n t e r u k u r 

p a d a s u a t u Program d a n te rd i r i d a r i s e k u m p u l a n t i n d a k a n 

penge rahan s u m b e r d a y a b a i k y a n g b e r u p a pe rson i l a t a u s u m b e r 

d a y a m a n u s i a , b a r a n g moda l t e r m a s u k pe ra l a t an d a n teknologi, 

d a n a , a t a u k o m b i n a s i da r i bebe rapa a t a u s e m u a j e n i s s u m b e r d a y a 

tersebut , sebagai m a s u k a n u n t u k m e n g h a s i l k a n k e l u a r a n d a l a m 

b e n t u k ba rang/ j a sa . 

14. Keg ia tan T a h L u n J a m a k adalah. keg ia tan y a n g d i angga rkan d a n 

d i l a k s a n a k a n u n t u k m a s a l eb ih da r i 1 (satu) t a h u n anggaran y a n g 

p e k e r j a a n n y a d i l a k u k a n m e l a l u i k o n t r a k tah.un j a m a k . 
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Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2024 diubah, yang semula sebesar Rp 

1.313.087.955.641,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar delapan puluh tujuh 

ju ta sembilan ratus lima puluh Hma ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) 

berkurang sebesar Rp 45.819.889.187,54 (empat puluh lima miliar delapan ratus 

sembilan belas ju ta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan 

puluh tujuh rupiah l ima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp 

1.267.268.066.453,46 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus 

enam puluh delapan ju ta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga 

rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1. semula Rp 1.275.587.955.641,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp (32.274.225.794,00) 

jumlah pendapatan daerah 

setelah perubahan Rp 1.243.313.729.847,00 

b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp 1.289.565.280.374,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp (45.432.918.038,54) 

jumlah belanja daerah 

setelah perubahan Rp 1.244.132.362.335,46 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan pembiayaan 

a) semula Rp 37.500.000.000,00 

b) bertambah/(berkurang) Rp(13.545.663.393,54) 

jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 23.954.336.606,46 

2. pengeluaran pembiayaan 

a) semula Rp 23.522.675.267,00 

b) bertambah/(berkurang) Rp (386.971.149,00) 

jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp 23.135.704.118,00 

jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan Rp 818.632.488,46 

sisa lebih pembiayaan anggaran 
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setelah perubahan Rp 0,00 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD T a h u n 

Anggaran 2024 sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 2 tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampi ran I X yang merupakan bagian t idak 

terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i : 

a . Lampiran I 

b . Lampiran I I 

c. Lampiran I I I 

d . Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran V I 

g. Lampiran VI I 

h . Lampiran VII I 

i . Lampiran IX 

ringkasan APBD yang diklasiflkasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah 

yang diterima serta SKPD pemberi hibah; 

daftar nama calon penerima, alamat dan besaran bantuan 

sosial yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial; 

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan 

keuangan yang diterima serta SKPD pemberi bantuan 

keuangan; 

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil 

pajak daerah kepada pemerintah desa; 

rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan 

pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas 

bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Takalar 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program 

prioritas perbatasan negara. 
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Pasai 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. 

Diundangkan di Takalar 
pada tanggal 

Ditetapkan di Takalar 

pada tanggal

Pj. BUPATI TAKALAR^ 

SEflAWAN ASWAD 

MUHA 

S DAERAH KABUPATEN TAKALAR, 

ASBI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 

HUKUM
Typewritten text
02 Oktober 2024

HUKUM
Typewritten text
02 Oktober 2024

HUKUM
Typewritten text
2024 NOMOR 20


